PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Menimbang

Mengingat

KOTA TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT_ TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadsan vyang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan

. dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka periu
dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 20089,

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, peru

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 19987 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pnnyglenggarnn Negera yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5§, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 "Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4080);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138),
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2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah: (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomaor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

http://bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp065.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp057.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp056.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp055.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp054.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp024.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp023.pdf

26.

27.

28.

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

MU Vi igsia lalidll UV NV ew, P clbival gl

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi , dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor §9 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan dana
Operasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 70);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008
tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomaor 83).

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Qrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 92);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota
Tasikmalaya Tahun  2005-2025 (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Normior 89);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 93);
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Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor $6);

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 99);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11A Tahun 2008
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
Tasikmalaya Tahun 20089;

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 252);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 13A Tahun 2009
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Walikola
Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dasrah (APBD) Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 20089 (Lembaran Daerah Tahun 2009

Nomor 254A);

Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Taslkmalaya Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah
Tahun 2009 Nomor 257);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan
WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah
Rp. 598.408.215.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 598.408.215.000,-
b. Bertambah Rp. 57.987.172.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 656.395.387.000,-
2. Belanja
a. Semula Rp. 623.744.884.000,-
b. Bertambah Rp. 87.794.581.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 711.539.465.000.-

Defisit setelah Perubahan .144.07
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